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Kebijakan Uji Tuntas Rantai Pasokan
Supply Chain Due Diligence Policy

PT Sunny Metal Industry (selanjutnya disebut “Perusahaan”) memahami bahwa kegiatan
penambangan, perdagangan, pengolahan, dan ekspor sumber daya mineral di “daerah terdampak
konflik dan berisiko tinggi” dapat mengandung risiko yang berpotensi menimbulkan dampak
merugikan. Perusahaan juga menyadari kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, tidak
berkontribusi terhadap konflik, serta menghindari timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan

dan masyarakat.
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PT Sunny Metal Industry (hereinafter referred to as the “Company”) fully recognizes that the
extraction, trade, processing, and export of mineral resources in “conflict-affected and high-risk
areas” may involve risks that could lead to adverse impacts. The Company also acknowledges

its responsibility to respect human rights, not contribute to conflict, and avoid causing negative

impacts on the environment and society.

Perusahaan berkomitmen untuk mengadopsi dan secara luas mempromosikan ketentuan-
ketentuan yang relevan dalam Panduan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasok Mineral yang
Bertanggung Jawab dari Daerah Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi (Edisi Ketiga), serta
memasukkan ketentuan tersebut ke dalam kontrak dan/atau perjanjian yang dibuat dengan para
pemasoknya.
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The Company commits to adopting and widely promoting the relevant provisions of the OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and
High-Risk Areas (Third Edition), and to incorporating such provisions into contracts and/or

agreements concluded with its suppliers.

Kebijakan ini memberikan referensi umum untuk praktik pengadaan yang peka terhadap konflik
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dan kesadaran risiko pemasok mulai dari titik ekstraksi hingga pengguna akhir. Kami
berkomitmen untuk tidak terlibat dalam kegiatan apa pun yang berkontribusi terhadap pendanaan
konflik dan kami berkomitmen untuk mematuhi resolusi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang relevan.
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This policy provides a common reference for conflict-sensitive sourcing practices and suppliers’
risk awareness throughout the entire supply chain. We commit not to get involved in any activities
which contribute to the financing of conflict and we commit to comply with relevant United

Nations sanctions resolutions.

Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko berikut ini dalam rantai
pasokan:
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We are committed to identifying and managing the following risks in the supply chain:

1. Mengenai pelanggaran serius yang terkait dengan ekstraksi, transportasi, atau
perdagangan mineral
E:Eff‘)ﬂ%‘ié-ﬁ‘i“i%*ﬁ Xehpgizh 74

Regarding serious abuses associated with the extraction, transport or trade of minerals

1.1. Ketika mengambil sumber daya dari, atau beroperasi di daerah yang terkena dampak konflik
dan berisiko tinggi, kami tidak akan menoleransi atau dengan cara apa pun mengambil
untung dari, berkontribusi pada, membantu, atau memfasilitasi komisi oleh pihak mana pun:
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While sourcing from, or operating in, conflict-affected and high-risk areas, we will neither
tolerate nor by any means profit from, contribute to, assist with or facilitate the commission
by any party of:

a. segala bentuk penyiksaan,perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
ERA N R s Sk~ F AE e B A RaiFg
any forms of torture, cruel, inhuman and degrading treatment;

b. segala bentuk kerja paksa atau wajib, yang berarti pekerjaan atau layanan yang diminta dari

siapa pun di bawah ancaman hukuman dan untuk itu orang tersebut tidak menawarkan

dirinya secara sukarela;



1.2.

R s S I 1 A N P! %ﬂj (Eh A 2b A g RehP R T Hip ey
RS

any forms of forced or compulsory labour, which means work or service which is exacted
from any person under the menace of penalty and for which said person has not offered
himself voluntarily,

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

FRAei 1 (4RI 770 Hi 1),
any form of child labor, including the worst forms of child labor,
pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya seperti kekerasan seksual yang
meluas;

B prdEprfrBEAROFL > o hhld it 74 3
other gross human rights violations and abuses such as widespread sexual violence,
kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional,
kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.
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war crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against
humanity or genocide.
Langkah-langkah mitigasi risiko

b I&% iR R v

Risk mitigation measures

Kami akan segera menangguhkan atau menghentikan keterlibatan dengan pemasok hulu jika
kami mengidentifikasi adanya risiko yang wajar bahwa mereka berasal dari, atau terkait

dengan, pihak mana pun yang melakukan pelanggaran serius seperti yang didefinisikan di

atas.
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We will immediately suspend or discontinue engagement with upstream suppliers where we
identify a reasonable risk that they are sourcing from, or linked to, any party committing

serious abuses as defined above.



2. Mengenai dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok bersenjata
non-negara’
(T IRAPRAPAARA RS

Regarding direct or indirect support to non-state armed groups’

2.1. Kami tidak akan menoleransi dukungan langsung atau tidak langsung kepada kelompok
bersenjata non-negara melalui ekstraksi, transport, perdagangan, penanganan, atau ekspor
mineral. “Dukungan langsung atau tidak langsung” kepada kelompok bersenjata non-negara
melalui ekstraksi, transport, perdagangan, penanganan, atau ekspor mineral termasuk, namun
tidak terbatas pada, pengadaan mineral dari, melakukan pembayaran kepada, atau
memberikan bantuan logistik atau peralatan kepada, kelompok bersenjata non-negara atau

afiliasinya? yang
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We will not tolerate any direct or indirect support to non-state armed groups through the
extraction, transport, trade, handling or export of minerals. “Direct or indirect support” to
non-state armed groups through the extraction, transport, trade, handling or export of
minerals includes, but is not limited to, procuring minerals from, making payments to or
otherwise providing logistical assistance or equipment to, non-state armed groups or their
affiliates® who:

a. Menguasai lokasi tambang secara ilegal atau mengendalikan rute transportasi, titik-titik di
mana mineral diperdagangkan dan pelaku hulu dalam rantai pasokan®; dan/atau
S A E R Y TR A FNCE R =L AL
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Perusahaan dapat merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, untuk mengidentifikasi kelompok bersenjata non-
negara. MV 7 A BREX G HZE 2F A RN, EERRZERHETIRA . Companies can refer to relevant UN Security
Council resolutions, to identify non-state armed groups.

2 “Afiliasi” termasuk pedagang, konsolidator, perantara, dan pihak-pihak lain dalam rantai pasokan yang bekerja secara
langsung dengan kelompok bersenjata untuk memfasilitasi ekstraksi, perdagangan, atau penanganan mineral. [ <7 | &
HERETEESREAREGE, HAIT FHAX. . WIREEANTZE. HAE. PEAFREMAEXET.
“Affiliates” includes traders, consolidators, intermediaries, and others in the supply chain that work directly with armed groups
to facilitate the extraction, trade or handling of minerals.

3 "Kontrol" atas tambang, jalur transportasi, titik-titik tempat mineral diperdagangkan, dan aktor hulu dalam rantai pasokan berarti:
i) mengawasi ekstraksi, termasuk dengan memberikan akses ke lokasi tambang dan/atau mengoordinasikan penjualan ke hilir
kepada perantara, perusahaan ekspor, atau pedagang internasional; ii) menggunakan segala bentuk kerja paksa atau wajib untuk
menambang, mengangkut, memperdagangkan, atau menjual mineral; atau iii) bertindak sebagai direktur atau pejabat, atau

memegang kepentingan kepemilikan manfaat atau kepemilikan lainnya di perusahaan hulu atau tambang. *f# L, &% % 4 .
F PR M R BB B L AT A EARHAT (424 ), A3 1) BEEFRES, @BERRNENT X, K/ IWBRATHEEZF .
FEE, HOAVRETT ZHOHETH; 1) £F TR, T, AR ELEY, FATAPYANEERE
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illegally control mine sites or otherwise control transportation routes, points where minerals
are traded and upstream actors in the supply chain’; and/or

b. memungut pajak atau memeras* uang atau mineral secara ilegal di titik-titik akses ke lokasi
tambang, di sepanjang rute transportasi atau di titik-titik di mana mineral diperdagangkan;
dan/atau
BEY AT SR VIS S TR B R ARAEBEBM AT R A
/&5
illegally tax or extort’ monmey or minerals at points of access to mine sites, along
transportation routes or at points where mineral are traded,; and/or

c. memungut pajak atau memeras perantara, perusahaan ekspor, atau pedagang internal secara
ilegal.
pe @ o~ o REFT AT 2N R °

illegally tax or extort intermediaries, export companies or internal trader.

Langkah-langkah mitigasi risiko
B re% iz R

Risk mitigation measures

2.2. Kami akan segera menangguhkan atau menghentikan keterlibatan dengan pemasok hulu jika
kami mengidentifikasi adanya risiko yang wajar bahwa mereka berasal dari, atau terkait
dengan, pihak mana pun yang memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada
kelompok bersenjata non-negara.
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#lze; iil) ALBEAYRT LT HEEASRERZR S, RFAFX AN KL MW AN, “Control” of mines,
transportation routes, points where minerals are traded and upstream actors in the supply chain means i) overseeing extraction,
including by granting access to mine sites and/or coordinating downstream sales to intermediaries, export companies or
international traders; ii) making recourse to any forms of forced or compulsory labour to mine, transport, trade or sell minerals;
or iii) acting as a director or officer of, or holding beneficial or other ownership interests in, upstream companies or mines

4 “Memeras” dari tambang, rute transportasi, titik-titik di mana mineral diperdagangkan atau perusahaan hulu berarti menuntut,
di bawah ancaman kekerasan atau hukuman lainnya, dan di mana orang tersebut tidak secara sukarela menawarkan, sejumlah
uang atau mineral, yang sering kali merupakan imbalan atas pemberian akses untuk mengeksploitasi lokasi tambang, mengakses
rute transportasi, atau mengangkut, membeli, atau menjual mineral. X7 L Z#ME & 7 X ZHR EHS LV HTEH K],
RIEUERAREMTFEATR, BEUAFIT R, EAERE S, S#TH ~2H, WL, HEXEHENED, |
WHEAFEBREEER M A KR 7, “Extort” from mines, transportation routes, points where minerals are traded or
upstream companies means the demanding, under the threat of violence or any other penalty, and for which the person has not
voluntarily offered, sums of money or minerals, often in return for granting access to exploit the mine site, access transportation
routes, or to transport, purchase, or sell minerals.



3.1.

3.2.

We will immediately suspend or discontinue engagement with upstream suppliers where we
identify a reasonable risk that they are sourcing from, or linked to, any party providing direct

or indirect support to non-state armed groups.

Mengenai aparat keamanan publik atau swasta
XFT2Kd L2

Regarding public or private security forces

Kami menentang segala bentuk dukungan langsung maupun tidak langsung terhadap
kegiatan ilegal, termasuk: penguasaan secara ilegal atas lokasi tambang, rute transportasi,
dan pelaku hulu dalam rantai pasok oleh aparat keamanan publik maupun swasta;
pemungutan pajak secara ilegal atau pemerasan berupa uang maupun mineral di lokasi
tambang, sepanjang rute transportasi, atau di titik transaksi mineral; serta pemungutan pajak

secara ilegal atau pemerasan terhadap perantara, perusahaan eksportir, atau pedagang

internasional®.
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We disagree to any form of direct or indirect support to illegal activities, including: the
unlawful control of mining sites, transport routes, and upstream supply chain actors by
public or private security forces, the illegal taxation or extortion of money or minerals at
mine sites, along transport routes, or at points of mineral trade; and the illegal taxation or
extortion of intermediaries, exporting companies, or international traders’.

Kami menyadari bahwa peran aparat keamanan pemerintah atau swasta di lokasi tambang
dan/atau daerah sekitarnya dan/atau di sepanjang jalur transportasi harus semata-mata untuk
menjaga supremasi hukum, termasuk menjaga hak asasi manusia, memberikan keamanan
bagi pekerja tambang, peralatan dan fasilitas, dan melindungi lokasi tambang atau jalur
transportasi dari gangguan terhadap ekstraksi dan perdagangan yang sah.
AMATFYE /N HEB S S 5 10 /RN xzi]?@]lg T A E\‘f‘ A >Rty
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> “Dukungan langsung atau tidak langsung” tidak merujuk pada bentuk dukungan legal, termasuk pajak, biaya, dan/atau royalti
legal yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah suatu “nhegara tempat mereka beroperasi. St AL AT AR [ B #E 2% 8] B X
HAAE G ER R 6PN EE SN GRE FLEEHEEBRFHNH K. %8 K/ 417 IF K 5 . “Director
indirect support” does not refer to legal form of support, including legal taxes, fees, and/or royalties that companies pay to the
government of a country in which they operate.



3.3.

3.4.

We recognize that the role of public or private security forces at the mine sites and/or
surrounding areas and/or along transportation routes should be solely to maintain the rule
of law, including safeguarding human rights, providing security to mine workers, equipment
and facilities, and protecting the mine site or transportation routes from interference with
legitimate extraction and trade.

Apabila kami, atau perusahaan mana pun dalam rantai pasok kami, mengontrak aparat
keamanan publik maupun swasta, kami berkomitmen dan mensyaratkan bahwa aparat
keamanan tersebut menjalankan kegiatan dan tindakannya sesuai dengan standar yang diakui
secara luas secara internasional®. Secara khusus, kami akan mendukung dan/atau mengambil
langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan penyaringan guna memastikan bahwa
individu atau satuan aparat keamanan yang diketahui pernah bertanggung jawab atas
pelanggaran hak asasi manusia berat tidak akan dipekerjakan.
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Where we, or any company in our supply chain, contract public or private security forces,
we commit to, and require, that such security forces conduct their activities in accordance
with internationally widely recognized standards®. In particular, we will support and/or take
steps to adopt screening policies to ensure that individuals or units of security forces that are
known to have been responsible for gross human rights abuses will not be hired.

Kami akan mendukung upaya-upaya, atau mengambil langkah-langkah, untuk terlibat
dengan pihak berwenang di tingkat pusat atau daerah, organisasi internasional dan organisasi
masyarakat sipil untuk berkontribusi pada solusi yang dapat diterapkan tentang bagaimana
transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam pembayaran yang diberikan kepada
aparat keamanan untuk penyediaan keamanan dapat ditingkatkan.
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We will support efforts, or take steps, to engage with central or local authorities,
international organizations and civil society organizations to contribute to workable
solutions on how transparency, proportionality and accountability in payments made to

public security forces for the provision of security could be improved.

¢ Seperti Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia. ffl4n (%25 AR 8RR EN) % Eirdg FH
X . Such as Voluntary Principles on Security and Human Rights.



3.5.

3.6.

Kami akan mendukung upaya-upaya, atau mengambil langkah-langkah, untuk bekerja sama
dengan pihak berwenang setempat, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil
guna menghindari atau, sejauh mungkin, meminimalkan dampak merugikan yang timbul
akibat keberadaan aparat keamanan, baik pemerintah maupun swasta, di lokasi-lokasi
tambang, khususnya terhadap kelompok-kelompok rentan seperti penambang tradisional di
mana mineral dalam rantai pasokan diekstraksi melalui penambangan tradisional atau
penambangan berskala kecil.
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We will support efforts, or take steps, to engage with local authorities, international
organizations, and civil society organizations to avoid or, to the greatest extent possible,
minimize the adverse impacts arising from the presence of public or private security forces
at mine sites, in particular on vulnerable groups such as artisanal miners where minerals in

the supply chain are extracted through artisanal or small-scale mining.

Langkah-langkah mitigasi risiko
b 1&% 3 Kok

Risk mitigation measures

Sesuai dengan posisi spesifik perusahaan dalam rantai pasokan, kami akan segera menyusun,
mengadopsi, dan menerapkan rencana manajemen risiko’ dengan pemasok hulu dan
pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah atau memitigasi risiko dukungan langsung
atau tidak langsung kepada pasukan keamanan publik atau swasta, di mana kami
mengidentifikasi adanya risiko yang wajar. Dalam hal demikian, kami akan menangguhkan
atau menghentikan keterlibatan dengan pemasok hulu® setelah upaya mitigasi yang gagal
dalam waktu enam bulan sejak penerapan rencana manajemen risiko. Apabila kami
mengidentifikasi risiko serupa yang terkait dengan perilaku sebagaimana dimaksud dalam
paragraf 3.4 dan 3.5, kami akan menerapkan langkah penanganan yang sama.
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7 Jika faktor force majeure seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran, epidemi, perang, dan lain-lain terjadi selama pelaksanaan
rencana manajemen risiko, maka waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan, namun harus ada penjelasan tertulis. 7£ $14T X K& 5
MURIHE, FEEw. HE. KR, ZF. REELTRAEER, SHENAEREHR, BIEXEREHRSE
%84, If force majeure factors such as tsunamis, earthquakes, fires, epidemics, wars, etc. are encountered during the
implementation of the risk management plan, the timeline can be adjusted accordingly, but a written explanation should be
provided.
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In accordance with the specific position of the company in the supply chain, we will
immediately devise, adopt and implement a risk management plan’ with upstream suppliers
and other stakeholders to prevent or mitigate the risk of direct or indirect support to public
or private security forces, where we identify that such a reasonable risk exists. If mitigation
efforts under the risk management plan fail to produce the intended results within six months
from its adoption, we will suspend or discontinue engagement with upstream suppliers®.
Where we identify similar risks related to the conduct described in paragraphs 3.4 and 3.5,

we will take the same response measures.

4. Mengenai penyuapan dan penipuan yang tidak benar mengenai asal usul mineral
XA GEHEREF P RA P OFOTIEL KRR

Regarding bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals

Kami tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau meminta suap apa pun, dan
akan menolak permintaan suap untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul mineral,
untuk menyalahartikan pajak, biaya, dan royalti yang dibayarkan kepada emerintah untuk
tujuan ekstraksi, perdagangan, penanganan, pengangkutan, dan ekspor mineral’.
AMALBEESNACE LA R RZBET RN DS TR IR NS E A
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8 Perusahaan harus melakukan penilaian risiko tambahan terhadap risiko-risiko yang memerlukan mitigasi setelah mengadopsi
rencana manajemen risiko. Dalam waktu enam bulan sejak mengadopsi rencana manajemen risiko, jika tidak ada perbaikan
signifikan yang dapat diukur untuk mencegah atau memitigasi risiko dukungan langsung atau tidak langsung kepada pasukan
keamanan publik atau swasta, perusahaan harus menangguhkan atau menghentikan keterlibatan dengan pemasok selama
minimal tiga bulan. Penangguhan dapat disertai dengan rencana manajemen risiko yang telah direvisi, yang menyatakan tujuan
kinerja untuk perbaikan progresif yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan hubungan dagang. *f F 7 X B[ & #E it X &
TFERE R, Sy FFI#ATREIFE. ERREETRNESNTAARLARRN, EXAERRAZLREH
HREEREIAECFORNO R ERELEHER, 2V ESZEEHNEE, TEHEAEDO A =AA. dIF
B 5 R 518 63T U B Bt K, 59055 4k 44 F % R T BI ks U B AR 5 #0494 . Companies should
conduct an additional risk assessment on those risks requiring mitigation after adopting risk management plan. Within six
months from adopting risk management plan, if there is no significant measurable improvement to prevent or mitigate the risk
of direct or indirect support to public or private security forces, companies should suspend or discontinue engagement with the
supplier for a minimum of three months. Suspension may be accompanied by a revised risk management plan, stating the
performance objectives for progressive improvement that should be met before resuming the trade relationship

® Lihat Konvensi OECD tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (1997);
dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (2004). # %% & ith % B 2 (OECD) (X = = 2 Ef~
FLEP FEEAESIRAL T ) (1997 #) 2 (B2EEF FF29) (2004 £ ) - See OECD Convention on
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (1997); and the United Nations
Convention Against Corruption (2004)
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4.1.

4.2.

We will not offer, promise, give or demand bribes in any form, and will reject any attempt to
solicit bribes to conceal or disguise the origin of minerals, to misrepresent taxes, fees and
royalties paid to governments for the purposes of mineral extraction, trade, handling,

transport and exportg .

Mengenai pencucian uang
X2 %8

Regarding money laundering

Kami berkomitmen untuk mendukung dan mengambil tindakan guna membantu secara
efektif mencegah dan memberantas pencucian uang. Apabila kami mengidentifikasi adanya
risiko yang wajar yang menunjukkan bahwa pencucian uang mungkin terkait dengan
pemungutan pajak ilegal atau pemerasan atas mineral (misalnya tindakan ilegal yang
dilakukan oleh pemasok hulu di lokasi tambang, sepanjang rute transportasi, atau di titik
transaksi mineral), kami akan secara aktif berpartisipasi dalam langkah-langkah pencegahan
dan pengendalian yang relevan.

AWMACGEL FH RBFah o e sxp B FL o Y AMT I SO [LL 7S
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We commit to supporting and taking actions to help effectively prevent and eliminate money
laundering. Where we identify a reasonable risk indicating that money laundering may be
linked to the illegal taxation or extortion of minerals (for example, illegal acts conducted by
upstream suppliers at mine sites, along transport routes, or at points of mineral trade), we

will actively participate in relevant prevention and control measures.

Mengenai pembayaran pajak, biaya, dan royalti kepada pemerintah
X T w it fefede s T R TR

Regarding the payment of taxes, fees and royalties due to governments

Kami akan memastikan bahwa semua pajak, biaya, dan royalti yang terkait dengan ekstraksi,
perdagangan, dan ekspor mineral dari wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko
tinggi dibayarkan kepada pemerintah dan, sesuai dengan posisi perusahaan dalam rantai
pasokan, kami berkomitmen untuk mengungkapkan pembayaran tersebut sesuai dengan
persyaratan negara tuan rumah dalam hal pengungkapan informasi pajak yang dibayarkan

kepada departemen pemerintah.
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We will ensure that all taxes, fees, and royalties related to mineral exploration, trade, and
export are paid lawfully to the relevant government authorities. In accordance with the
Company's role and responsibilities in the supply chain, we commit to proactively disclosing
information on such payments in line with applicable host-country requirements on tax

disclosure, in order to uphold the principles of financial transparency and legal compliance.

Langkah-langkah mitigasi risiko
b I&% R R v

Risk mitigation measures

Sesuai dengan peran spesifik Perusahaan dalam rantai pasok, Perusahaan berkomitmen
untuk melakukan komunikasi dan kerja sama yang tepat dengan pemasok, instansi
pemerintah pusat maupun daerah, organisasi internasional, masyarakat sipil, serta pihak
ketiga yang terdampak, guna meningkatkan dan secara berkelanjutan memantau kinerja
rantai pasok. Dalam jangka waktu yang wajar, kami akan mengambil tindakan yang konkret
dan terukur untuk mencegah atau memitigasi risiko yang dapat menimbulkan dampak
merugikan.

T H A aRY B Ad VIGRE B P A BB D X SERE R
oA X Feping Z 2 FE X inid 5 1T > kA B 3F S B b Ak ot
ZI o XM RGP ST RB-EF 2V

3 A Fenciy 1 o

~

¥

SIS

-N

fg—rﬂ mf«?—ffg ’ l/ ’N’I’ Ff /A' ZT—T—F Eélég\'

In accordance with the specific position of the company in the supply chain, we commit to
engage and corperate with suppliers, central or local governmental authorities, civil society,
international organizations and affected third parties, in order to improve and continuously
monitor supply chain performance. Within a reasonable timeframe, we will take concrete and

measurable actions to prevent or mitigate risks that may cause adverse impacts.

Apabila upaya mitigasi risiko tidak mencapai efektivitas yang diharapkan, Perusahaan akan
menangguhkan atau mengakhiri hubungan kerja sama dengan pemasok hulu. Untuk hal-hal
yang memerlukan mitigasi risiko, Perusahaan akan melakukan penilaian risiko tambahan
setelah rencana pengelolaan risiko diadopsi, guna memastikan efektivitas langkah-langkah

terkait.
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Where risk mitigation efforts fail to achieve the expected effectiveness, the Company will
suspend or terminate its business relationship with upstream suppliers. For matters requiring
risk mitigation, the Company will conduct additional risk assessments after adopting the risk

management plan to ensure the effectiveness of the relevant measures.

Apabila dalam waktu enam bulan setelah rencana pengelolaan risiko diadopsi, Perusahaan
tidak dapat mencapai perbaikan yang signifikan dan terukur dalam pencegahan atau mitigasi
penyuapan, pemalsuan atau penyajian keliru atas asal mineral, pencucian uang, serta dalam
memastikan pembayaran pajak, biaya, dan royalti kepada pemerintah secara sah, maka
Perusahaan akan menangguhkan atau mengakhiri kerja sama dengan pemasok terkait. Setiap
penangguhan akan berlangsung setidaknya selama tiga bulan. Selama periode penangguhan,
Perusahaan dapat merevisi rencana pengelolaan risiko. Rencana yang direvisi harus secara
jelas menetapkan sasaran kinerja peningkatan secara bertahap, dan hubungan kerja sama
hanya dapat dipulihkan setelah sasaran tersebut tercapai.
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1If, within six months after the adoption of the risk management plan, the Company is unable
to achieve significant and measurable improvement in preventing or mitigating bribery,
misrepresentation of mineral origin, money laundering, or in ensuring lawful payments of
taxes, fees, and royalties to governments, the Company will suspend or terminate its
relationship with the relevant supplier. Any suspension shall last for at least three months.
During the suspension period, the Company may revise the risk management plan. The
revised plan shall clearly set out progressive performance objectives for improvement, and

the business relationship may be resumed only after such objectives have been achieved.

Perusahaan berkomitmen untuk mendorong pengelolaan rantai pasok yang bertanggung
jawab serta secara berkelanjutan memperkuat transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, guna

memastikan bahwa kegiatan operasional kami mematuhi standar etika dan kepatuhan hukum

tertinggi.
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The Company is committed to promoting responsible supply chain management and to
continuously strengthening transparency, fairness, and sustainability, to ensure that our

business activities comply with the highest standards of ethics and legal compliance.

Terkait kesehatan dan keselamatan kerja

XTI ighs %>
Regarding occupational health and safety

Saat mencari sumber atau beroperasi, kami tidak akan menoleransi diri kami sendiri ataupun
pihak mana pun dalam rantai pasok kami untuk memperoleh keuntungan dari, membantu,
memfasilitasi, atau memiliki keterkaitan dengan tindakan apa pun yang menimbulkan
kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang mengancam jiwa. Komitmen ini berlaku bagi
pekerja yang dipekerjakan secara langsung maupun tidak langsung, serta bagi setiap orang
yang berada di lokasi operasional terkait.
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While sourcing or operating, we will not tolerate ourselves or any party in our supply chain
profiting from, assisting, facilitating, or being linked to any conduct that provides life-
threatening occupational health and safety conditions. This commitment applies to directly
or indirectly employed workers, as well as any individuals present at the relevant operational

sites.

Langkah-langkah mitigasi risiko
B He% 3 K ek

Risk mitigation measures

Kami akan segera menangguhkan atau menghentikan keterlibatan dengan pemasok hulu
apabila kami mengidentifikasi adanya risiko yang wajar bahwa mereka berasal dari, atau
terkait dengan, pihak mana pun yang menyediakan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja

yang mengancam jiwa.
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We will immediately suspend or discontinue engagement with upstream suppliers where we
identify a reasonable risk that they are sourcing from, or linked to, any party providing life

threatening occupational health and safety conditions.

Perusahaan kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, dan kami telah
mengintegrasikan prinsip ini ke dalam sistem manajemen kami secara keseluruhan dan
tanggung jawab semua departemen terkait. Kami secara teratur meninjau dan memperbarui
kebijakan kami untuk mencerminkan perubahan dalam operasi, rantai pasokan, dan
hubungan bisnis lainnya. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua pemasok kami, dan kami
akan mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa mereka mengetahui dan
mematuhi kebijakan ini. Kebijakan ini akan segera berlaku dan akan dipublikasikan di situs
resmi Walsin Lihwa.
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Our company is committed to continuous improvement, and we have integrated this principle
into our overall management system and the responsibilities of all relevant departments. We
regularly review and update our policy to reflect changes in our operations, supply chain,
and other business relationships. This policy applies to all our suppliers as well, and we will
take active measures to ensure that they are aware of and adhere to this policy. The policy
will come into effect immediately and will be published on the official website of Walsin
Lihwa.
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